BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Negara adalah pihak yang mengemban tanggung jawab atas benda sitaan, hal ini
sejalan dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai
instrumen internasional mengenai hak milik individu. Sekalipun telah tercantum
secara konstitusional namun dalam peraturan pelaksanaannya masih terdapat
konstruksi berpikir yang tidak sejalan dimana benda sitaan hanya difokuskan
guna kepentingan pembuktian dan bukan sebagai perwujudan dari hak asasi
manusia yang dimiliki oleh korban sehingga korban tidak mendapat perhatian
secara langsung padahal ia merupakan pihak yang paling dirugikan. Hak korban
dalam peraturan perundang — undangan yang ada saat ini belum cukup
diakomodasi karena pengaturan yang ada hanya mengatur sejauh pemberian
sanksi bagi pegawai negeri sipil atau petugas yang dengan unsur
ketidaksengajaan maupun dengan suatu tindak pidana mengakibatkan
menurunnya nilai / jumlah dari benda sitaan dan atau membuat benda sitaan rusak
sehingga kehilangan nilainya padahal yang korban harapkan bukan hanya berupa
pemberian sanksi namun yang terutama adalah bagaimana aset yang ia miliki bisa
kembali dengan nilai yang utuh. Di sisi lain, pemeliharaan aset dan pengembalian
aset memiliki hubungan kausal yang sangat erat, dimana bila tahap pemeliharaan
dapat dilakukan dengan baik maka pengembalian benda sitaan di kemudian hari
kepada korban pun akan optimal.

2. Diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang — undangan payung dalam
bentuk setara dengan undang — undang guna mengatur secara khusus mengenai
pengelolaan dan pemeliharaan benda sitaan negara karena hingga saat ini setiap
instansi memiliki kebebasan dalam pengelolaannya dan tidak terdapat
pengawasan atasnya. Diperlukan bentuk minimal setara undang — undang karena
instansi terkait yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang diatur telah
memiliki pengaturan dalam bentuk undang — undang pula maka menjadi tidak
ada artinya jika peraturan perundang — undangan payung baru yang dibuat dengan

tujuan mengharmonisasikan pengaturan terkait benda sitaan di berbagai instansi
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dibuat dalam bentuk yang lebih rendah tingkatannya. Di sisi lain, mengenai
wewenang penyimpanan, tugas RUPBASAN vyang diperluas yaitu monitoring
benda sitaan yang terdapat di berbagai instansi terkait mengingat belum
memungkinkan jika semua benda sitaan disimpan dalam RUPBASAN,
koordinasi antar sub sistem peradilan pidana yang ditingkatkan, aturan secara
detail mengenai perawatannya yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi
terkait, serta diaturnya praktek pinjam pakai sehingga kepastian hukumnya dapat

terjamin.
B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, kiranya terdapat beberapa
hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan :

a. Pengaturan lebih jauh mengenai tanggung jawab negara berupa ganti kerugian
bila terjadi resiko benda sitaan menurun nilai / jumlah nya bahkan hingga
kehilangan nilainya

b. Konstruksi berpikir peraturan perundang — undangan tidak lagi menempatkan
benda sitaan hanya sebatas guna kepentingan pembuktian tetapi lebih fokus
pada kepentingan pemenuhan hak asasi korban

c. Kesadaran bahwa terdapat hubungan kausal yang erat antara tahap
pemeliharaan aset dengan pengembalian aset

d. Pembentukan peraturan perundang — undangan dalam bentuk undang — undang
yang dapat memayungi seluruh pengaturan mengenai pengelolaan dan
pemeliharaan benda sitaan negara

e. Perluasan tugas RUPBASAN bukan hanya dalam pemeliharaan namun juga
melakukan monitoring terhadap benda sitaan yang disimpan diluar
RUPBASAN

f. Pengaturan yang mendetail mengenai pedoman pemeliharaan benda sitaan

g. Pelaksanaan pinjam — pakai benda sitaan dalam praktek adalah baik adanya
guna mengakomodasi kepentingan korban sehingga perlu dicantumkan dalam
peraturan perundang — undangan guna menjamin kepastian hukum dari praktek
ini.

h. Dapat menjadi pertimbangan bagi sistem peradilan pidana untuk mengadopsi
konsep sita perdata dimana benda sitaan tidak harus selalu disimpan dalam

penguasaan negara namun dapat disimpan oleh pemiliknya / orang yang paling
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berhak namun disertai pernyataan atau keterangan bahwa benda tersebut dalam

penyitaan.
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